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SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7053);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun
2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2020 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
dan
BUPATI PANDEGLANG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan  masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-
2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang berpedoman pada RPJPN.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJPN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan  pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
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16.
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(6)

(1)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian
Pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi pada setiap tahapan
dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Permasalahan  Pembangunan adalah  kesenjangan antara  kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB II
RPJPD TAHUN 2025-2045

Pasal 2
Pemerintah Daerah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan Daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20
(dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan
pembangunan.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:
a. RPJPN;

b. RPJPD Provinsi Banten; dan

c. RTRW.

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan
RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
dijabarkan dalam RKPD.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I memuat pendahuluan;

o

. BAB II memuat gambaran umum kondisi Daerah;

BAB III memuat permasalahan dan Isu Strategis;

. BAB IV memuat Visi dan Misi Daerah;

BAB V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan

BN B Ve

BAB VI memuat penutup.



(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

BAB 1II
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam pencapaian:

a. sasaran Visi;
b. Arah Kebijakan; dan
c. Sasaran Pokok.

(3) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara teknis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5
(1) RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila
sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
mencakup terjadinya:

a. bencana alam;

b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik sosial budaya;

gangguan keamanan,;

0

pemekaran Daerah; atau

g. perubahan kebijakan nasional.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD
IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: (10,66/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

B

/

H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy
NIP. 19711205 200701 1 013




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan
proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan
Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana
pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat
maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Telah selesainya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD
periode selanjutnya yaitu Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD periode
Tahun 2025-2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah
kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini
merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang dalam bentuk visi, misi,
dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang
mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045.
Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi
pembangunan perencanaan jangka menengah daerah S (lima) tahunan.
RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program
Bupati.

Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana
pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Kabupaten
Pandeglang Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di
daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 perlu
untuk ditetapkan.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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